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RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR ... TAHUN ... 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  

TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan 

mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pencapaian 

tata pemerintahan yang baik, perlu dibangun aparatur 
negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, 
bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

berintegritas tinggi, serta berkemampuan dan kinerja 
tinggi; 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen 

aparatur sipil negara yang berkeadilan dan 
berkepastian hukum, perlu dilakukan penyempurnaan 

terhadap pelaksanaan manajemen aparatur sipil 
negara; 

c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

penyelenggaran fungsi aparatur sipil negara dan 
kebutuhan masyarakat sehingga undang-undang 
tersebut perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

 
Mengingat : 1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR 
SIPIL NEGARA. 
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Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5494), diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian 
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi 
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 

Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya 
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk 

jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan. 

5. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan 
Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, 
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 
6. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai 

Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan 

terintegrasi dengan berbasis teknologi. 
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada 

instansi pemerintah.  
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki 

Jabatan Pimpinan Tinggi.  

9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi 

pemerintahan dan pembangunan. 
10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 

Administrasi pada instansi pemerintah. 

11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan 
pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Fungsional pada instansi pemerintah. 

13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai 
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di 
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instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

15. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 
16. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan 

kesekretariatan lembaga nonstruktural. 
17. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat 

daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat 
dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis 
daerah. 

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. 

19. Dihapus. 

20. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah 
lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan 

melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN 
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

21. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah 

lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan 
melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN 
secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

22. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang 
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil 

dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, 
warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, 
umur, atau kondisi kecacatan. 

 
2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 
Pasal 22 

PPPK berhak memperoleh: 

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;  
b. cuti;  
c. pengembangan kompetensi; 

d. jaminan hari tua; dan 
e. perlindungan. 

 
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf b dihapus sehingga Pasal 25 berbunyi 

sebagai berikut: 

 
Pasal 25 

(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan 
pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, 
dan Manajemen ASN. 

(2) Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: 
a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan 
kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan 

sinkronisasi kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan 
Sistem Merit, pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik 

dan kode perilaku ASN, serta pengawasan atas pelaksanaan 
kebijakan ASN; 

b. Dihapus; 
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c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian 
kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan ASN; dan 
d. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen 

ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. 
 

4. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf f diubah sehingga Pasal 26 berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 26 
(1) Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan 

Pegawai ASN. 

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber daya manusia; 

b. kebijakan umum pembinaan profesi ASN; 
c. kebijakan umum Manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN, standar 

kompetensi jabatan Pegawai ASN, kebutuhan Pegawai ASN secara 

nasional, skala penggajian, tunjangan Pegawai ASN, dan sistem 
pensiun PNS. 

d. pemindahan PNS antar jabatan, antar daerah, dan antar instansi; 

e. pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan terhadap 
Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian atas 

penyimpangan Sistem Merit dalam penyelenggaraan Manajemen 
ASN; dan 

f. penyusunan kebijakan rencana kerja LAN, dan BKN di bidang 

Manajemen ASN. 
 

5. BAB VII, Bagian Kedua dihapus. 
 

6. Ketentuan Pasal 27 dihapus. 

 
7. Ketentuan Pasal 28 dihapus. 

 
8. Ketentuan Pasal 29 dihapus. 

 

9. Ketentuan Pasal 30 dihapus. 
 

10. Ketentuan Pasal 31 dihapus. 

 
11. Ketentuan Pasal 32 dihapus. 

 
12. Ketentuan Pasal 33 dihapus. 

 

13. Ketentuan Pasal 34 dihapus. 
 

14. Ketentuan Pasal 35 dihapus. 
 

15. Ketentuan Pasal 36 dihapus. 

 
16. Ketentuan Pasal 37 dihapus. 

 

17. Ketentuan Pasal 38 dihapus. 
 

18. Ketentuan Pasal 39 dihapus. 
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19. Ketentuan Pasal 40 dihapus. 
 

20. Ketentuan Pasal 41 dihapus. 
 

21. Ketentuan Pasal 42 dihapus. 

 
22. Ketentuan Pasal 56 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), dan 

ayat (6) sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 56 

(1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan 
jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban 
kerja. 

(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 

yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. 
(3) Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Menteri menetapkan kebutuhan PNS secara nasional. 

(4) Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus disertai jadwal pengadaan, jumlah dan jenis jabatan yang 
dibutuhkan, serta kriteria untuk masing-masing jabatan. 

(5) Penetapan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
menjadi dasar bagi diadakannya pengadaan PNS. 

(6) Dalam hal kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
belum ditetapkan, pengadaan PNS dihentikan. 

 

23. Ketentuan Pasal 87 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 
87 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 87 

(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena: 

a. meninggal dunia; 
b. atas permintaan sendiri; 
c. mencapai batas usia pensiun; 

d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang 
mengakibatkan pensiun dini; atau 

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat 
menjalankan tugas dan kewajiban. 

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan 

karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
pidana yang dilakukan tidak berencana. 

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 

karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. 
(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: 

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana 
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau 

pidana umum; 
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau 

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
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dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana 
yang dilakukan dengan berencana. 

(5) Dalam hal perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang 
mengakibatkan pensiun dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dilakukan secara massal, pemerintah sebelumnya 

berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR berdasarkan pada 
evaluasi dan perencanaan pegawai. 

 
24. Ketentuan Pasal  94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 94 

(1) Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan     
Presiden. 

(2) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan 
jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban 

kerja. 
(3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci 

per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. 
(4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

(5) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
disertai jadwal pengadaan, jumlah dan jenis jabatan yang 

dibutuhkan, serta kriteria kriteria untuk masing-masing jabatan. 
(6) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 

dasar bagi diadakannya pengadaan PPPK. 

(7) Dalam hal kebutuhan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
belum ditetapkan, pengadaan PPPK dihentikan. 

 
25. Ketentuan Pasal 99 dihapus. 

 

26. Ketentuan Pasal 101 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat 
(5) sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 101 
(1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK. 

(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan 
beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. 

(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada 

anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi 
Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK 

di Instansi Daerah. 
(4) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat 

menerima tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 80 ayat (2). 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan dan fasilitas  

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai peraturan 

perundang-undangan. 
 

27. Ketentuan Pasal 105 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga 
Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:  
 

Pasal 105 
(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan 

hormat karena: 
a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir; 
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b. meninggal dunia; 
c. atas permintaan sendiri; 

d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang 
mengakibatkan pengurangan PPPK; atau 

e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat 

menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang 
disepakati. 

(2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan 
hormat tidak atas permintaan sendiri karena: 
a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana; 

b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau 
c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai 

dengan perjanjian kerja. 
(3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan 

hormat karena: 

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan 

yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; 
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau 
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 

atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan 
berencana. 

(4) Dalam hal perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang 

mengakibatkan pengurangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d dilakukan secara massal, pemerintah sebelumnya 
berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR berdasarkan pada 

evaluasi dan perencanaan pegawai. 
 

28. Di antara Paragraf 9 dan Paragraf 10 disisipkan satu paragraf, yaitu 
Paragraf 9A, selanjutnya diantara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 
(satu) Pasal, yakni Pasal 105A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Paragraf 9A 

Jaminan Hari Tua 
 

Pasal 105A 

(1) PPPK yang berhenti bekerja berhak atas jaminan hari tua sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan 
sosial. 

(2) Jaminan hari tua diberikan sebagai perlindungan kesinambungan 
penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas 

pengabdian.  
(3) Jaminan hari tua PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan 

sosial nasional.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan hari 

tua PPPK diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
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29. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 106 
(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: 

a. jaminan kesehatan; 

b. jaminan kecelakaan kerja; 
c. jaminan kematian; dan 

d. bantuan hukum. 
(2) Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, 

jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c 
dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. 

(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi 
di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. 

 
30. Ketentuan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 110 
(1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 109 dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan 

terlebih dahulu membentuk panitia seleksi Instansi Pemerintah. 
(2) Dihapus 

(3) Panitia seleksi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari unsur internal maupun eksternal Instansi Pemerintah 
yang bersangkutan. 

(4) Panitia seleksi dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, 

rekam jejak, integritas moral, dan netralitas melalui proses yang 
terbuka  

(5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan 

seleksi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, 
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, 
dan penilaian uji kompetensi melalui pusat penilaian atau metode 

penilaian lainnya. 
(6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan 

tugasnya untuk semua proses seleksi pengisian jabatan terbuka 
untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian. 

 
 

31. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 111 

(1) Ketentuan mengenai pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 
dapat dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah menerapkan 

Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN  dengan persetujuan 
Menteri. 

(2) Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam 
pembinaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib 
melaporkan secara berkala kepada Menteri untuk mendapatkan 

persetujuan baru. 
 

32. Ketentuan Pasal 117 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi 
sebagai berikut: 
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Pasal 117 

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) 
tahun. 

(2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian 
kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat 

persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan 
Menteri. 

 

33. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 120 

(1) Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina 
Kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada 

Menteri. 
(2) Menteri melakukan pengawasan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berdasarkan laporan yang 

disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian maupun atas 
inisiatif sendiri. 

(3) Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan 

tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat 
dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, Menteri berwenang 
memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 
dalam hal: 

a. pembentukan panitia seleksi; 
b. pengumuman jabatan yang lowong; 

c. pelaksanaan seleksi; dan 
d. pengusulan nama calon. 

(4) Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi 

pratama di Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 115, Menteri berwenang 
memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian 

dalam hal: 
a. pembentukan panitia seleksi; 

b. pengumuman jabatan yang lowong; 
c. pelaksanaan seleksi; 
d. pengusulan nama calon; 

e. penetapan calon; dan 
f. pelantikan. 

(5) Rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) bersifat mengikat. 

(6) Menteri menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada 

Presiden. 
 
34. Di antara Pasal 131 dan 132 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 131A 

yang berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 131A 
(1) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan 

tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat 

berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan 
tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara 

langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90. 
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(2) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan 
pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat 

keputusan pengangkatan. 
(3) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling 

lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan 
publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, 

dan pertanian. 
(4) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan 

terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. 
(5) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan 

tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. 

(6) Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-
PNS, dan tenaga kontrak, tidak bersedia diangkat menjadi PNS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat 
pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS. 

 

35. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 134 

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling 
lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.  

 
36. Di antara Pasal 135 dan Pasal 136 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 

135A yang berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 135A 

(1) Pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap 
non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 131A ayat (1) dimulai 6 (enam) bulan dan paling lama 3 

(tiga) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. 
(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pemerintah tidak 

diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak 

tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. 
 

37. Ketentuan Pasal 140 dihapus. 
 

PASAL II 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia.  

 
Disahkan di Jakarta  
pada tanggal … 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 

ttd.  
 

JOKO WIDODO  
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Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal … 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 

ttd.  
 

YASONNA H. LAOLY  
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR … 
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RANCANGAN 
PENJELASAN 

ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR … TAHUN … 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  

TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 
 
I. UMUM 

 
Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara masih terdapat beberapa kendala yang dapat 

menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum apabila 
dilaksanakan, sehingga perlu disempurnakan.  

Sistem Kepegawaian yang tepat untuk diberlakukan pada instansi 
pemerintah adalah sistem kepegawaian tunggal, yaitu mereka yang 
melakukan pekerjaan yang sifatnya sama haruslah memiliki status dan 

sistem kepegawaian yang sama. Perbedaan status dan sistem 
kepegawaian hanya akan mengakibatkan kecemburuan dan perbedaan 
perlakuan pada para pegawai yang sama-sama bekerja pada instansi 

pemerintah. Perlu dilakukan tindakan afirmatif untuk melindungi hak 
mereka yang sudah bekerja pada instansi pemerintah dalam hal ini tenaga 

honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, 
dengan melakukan pengangkatan sebagai PNS secara langsung. 
Pengangkatan PNS ini dilakukan untuk mereka yang telah memperoleh 

SK sebagai tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, 
atau tenaga kontrak  sebelum tanggal 15 Januari 2016. 

Pengangkatan PNS secara langsung ini dilakukan secara bertahap, 
namun harus sudah selesai dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak 
diundangkannya UU tentang Perubahan UU ASN.  Pengangkatan tersebut 

dilakukan berdasarkan kelengkapan administrasi, dengan 
memprioritaskan mereka yang memiliki waktu kerja paling lama dan 
bekerja pada bidang kesehatan, pendidikan, penelitian dan pertanian 

dengan batasan usia pensiun.  
Pengadaan Pegawai ASN hanya bisa dilakukan setelah dilakukan 

evaluasi dan perencanaan, dalam bentuk penetapan kebutuhan.  
Penetapan kebutuhan ini harus menggambarkan waktu pengadaan, 
jumlah pegawai yang dibutuhkan, serta kriteria untuk formasi pegawai 

yang dibutuhkan. Sebelum ada penetapan kebutuhan pegawai ASN, 
pengadaan Pegawai ASN harus dihentikan untuk sementara waktu. 

Apabila berdasarkan perencanaan pemerintah perlu melakukan 
rasionalisasi Pegawai ASN secara massal maka pemerintah harus 
berkonsultasi dengan DPR.  

Ketentuan mengenai KASN dihapuskan karena kewenangannya 
banyak yang tumpang tindih dengan kementerian bidang pendayagunaan 
aparatur negara sehingga fungsi, tugas, dan wewenang KASN dilekatkan 

kembali kepada Menteri. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
  
 Pasal I 

  Angka 1 
   Pasal 1 

    Cukup jelas. 
 



  

   13 
 

  Angka 2 
   Pasal 22 

 Cukup jelas. 
 
  Angka 3 

   Pasal 25 
    Cukup jelas. 

 
  Angka 4 
   Pasal 26 

    Cukup jelas. 
 
  Angka 5 

   BAB VII, Bagian Kedua dihapus. 
 

  Angka 6 
   Pasal 27 
    Dihapus. 

 
  Angka 7 
   Pasal 28 

    Dihapus. 
 

  Angka 8 
   Pasal 29 
    Dihapus. 

 
  Angka 9 

   Pasal 30 
    Dihapus. 
 

  Angka 10 
   Pasal 31 
    Dihapus. 

 
  Angka 11 

   Pasal 32 
    Dihapus. 
 

  Angka 12 
   Pasal 33 

    Dihapus. 
 
  Angka 13 

   Pasal 34 
    Dihapus. 
 

  Angka 14 
   Pasal 35 

    Dihapus. 
 
  Angka 15 

   Pasal 36 
    Dihapus. 
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  Angka 17 
   Pasal 38 

    Dihapus. 
 
  Angka 18 

   Pasal 39 
    Dihapus. 

   
  Angka 19 
   Pasal 40 

    Dihapus. 
 
  Angka 20 

   Pasal 41 
    Dihapus. 

 
  Angka 21 
   Pasal 42 

    Dihapus. 
 
  Angka 22 

   Pasal 56 
Ayat (1) 

Penyusunan kebutuhan PNS merupakan analisis 
kebutuhan jumlah, jenis, dan status PNS yang 
diperlukan untuk melaksanakan tugas utama secara 

efektif dan efisien untuk mendukung beban kerja 
Instansi Pemerintah. 

Ayat (2) 
Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan 
PNS ditetapkan sesuai dengan siklus anggaran. 

Ayat (3) 
Penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan 
PNS oleh Menteri dengan memperhatikan pendapat 

menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan dan 

pertimbangan teknis dari kepala BKN. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 
 

  Angka 23 
   Pasal 87 
    Cukup jelas. 

 
  Angka 24 

   Pasal 94 
    Cukup jelas. 
 

  Angka 25 
   Pasal 99 

    Dihapus. 
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  Angka 26 
   Pasal 101 

    Cukup jelas. 
 
  Angka 27 

   Pasal 105 
    Cukup jelas. 

 
  Angka 28 

Pasal 105A 

    Cukup jelas. 
   
  Angka 29 

Pasal 106 
Cukup jelas. 

 
Angka 30 

   Pasal 110 

    Cukup jelas. 
 
  Angka 31 

   Pasal 111 
    Cukup jelas. 

 
  Angka 32 
   Pasal 117 

    Cukup jelas. 
 

  Angka 33 
   Pasal 120 
    Cukup jelas. 

 
  Angka 33 
   Pasal 131A 

       Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “tenaga honorer” terdiri dari:  

a. Kategori I  
Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  dengan 
kriteria  diangkat oleh pejabat yang berwenang 

bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling 
sedikit  1 (satu) tahun pada tanggal  31 Desember 
2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara 

terus menerus; berusia paling rendah 19 (sembilan 
belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat 
puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006. 

b. Kategori II  
Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai 

bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang  

berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa 
kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 

Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja 
secara terus menerus, berusia paling rendah 19 
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(sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 
(empat puluh enam)  tahun pada tanggal 1 Januari 

2006. 
 

Yang dimaksud dengan “pegawai tidak tetap” adalah 

pegawai dengan keahlian tertentu yang diangkat 
berdasarkan perjanjian kerja dalam waktu tertentu 

secara terus menerus untuk melaksanakan kebijakan 
publik dan pelayanan publik.  

 

Yang dimaksud dengan “pegawai tetap non-PNS” 
adalah pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap 
pada instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan 

lembaga negara berdasarkan SK pengangkatan dari 
Pejabat Pembina Kepegawaian lembaga tersebut secara 

terus menerus. 
 

Yang dimaksud dengan “tenaga kontrak” adalah 

pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, 
perguruan tinggi  negeri dan lembaga negara dalam 
jangka waktu tertentu paling sedikit 10 (sepuluh) 

bulan dalam satu kali masa kontrak  dengan 
perjanjian kerja yang sifat dan jenis pekerjaanya secara 

terus menerus dan bersifat wajib atau kebutuhan 
dasar pelayanan publik  dengan sumber anggaran 
dibiayai oleh APBN atau APBD. 

    
Yang dimaksud dengan frase “terus-menerus” adalah 

seseorang yang bekerja dengan akumulasi waktu kerja 
paling sedikit selama 3 tahun. 
 

Yang dimaksud dengan “surat keputusan 
pengangkatan” adalah surat keputusan yang 
dikeluarkan untuk mengangkat seseorang sebagai 

tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap 
non-PNS, dan tenaga kontrak oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian, Pejabat yang Berwenang, kepala satuan 
kerja perangkat daerah, atau pejabat lainnya. 
 

 
    Ayat (2) 

Yang dimaksud “verifikasi dan validasi data” adalah 
kegiatan pemeriksaan kelengkapan administrasi 
Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap 

non-PNS, dan tenaga kontrak yang dilakukan oleh BKN 
dan/atau kementerian/lembaga terkait. Validasi data 
melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan 

untuk mencegah terjadinya data kepegawaian fiktif. 
    Ayat (3) 

Yang termasuk bidang fungsional, administratif, dan 
pelayanan publik lainnya adalah meliputi daftar jenis 
jabatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai 

tetap non-PNS dan tenaga kontrak yang secara 
terperinci sebagai berikut : 

a. Bidang Pendidikan 
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Dosen, Guru TK, Guru Kelas, Guru Penjaskes, 
Guru Seni dan Budaya, Guru Agama, Guru 

Matematika, Guru Bahasa Indonesia, Guru Bahasa 
Inggris, Guru Ilmu Pengetahuan Alam, Guru Ilmu 
Pengetahuan Sosial, Guru Kimia, Guru Fisika, 

Guru Biologi, Guru PKN, Guru Bahasa Daerah, 
Guru Teknologi Informasi Komputer, Guru 

Akuntansi, Guru Konstruksi Bangunan, Guru 
Budidaya Pertanian, Guru Bimbingan dan 
Konseling, Guru SLB, Guru Mata Pelajaran 

Produktif  Kejuruan, Guru Mata Pelajaran Adaptif 
Normatif, Guru bidang studi lainnya, Tata Usaha 
Sekolah, Penjaga Sekolah, Serta Tenaga 

Kependidikan lain. 
 

b. Bidang Kesehatan 
Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, 
Bidan, Perawat, Perawat Anestesi, Perawat Gigi, 

Teknisi Gigi, Teknisi Transfusi Darah, Psikologi 
Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis, 
Analis Kesehatan, Sanitarian, Apoteker, Asisten 

Apoteker, Penata Laboratorium Kesehatan, 
Epidemolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, 

Perekam Medis, Radiografer, Teknisi Elektromedis, 
Fisioterapis, Refraksis Optision, Terapis Wicara, 
Ortotis Prastitis, Okupasi Terapis, Pengawas 

Farmasi dan Makanan, Administrator Kesehatan, 
Nutrisionis, Serta Tenaga Kesehatan lainnya. 

 
c. Bidang Administrasi dan teknis lainnya 

Penyusun Program Evaluasi dan Laporan, Penata 

Laporan Keuangan, Verifikator Keuangan, 
Pengadministrasi Keuangansi , Pranata Komputer, 
Operator Komputer, Arsiparis, Pengadministrasi 

Umum, Analis Kebutuhan Prasarana Perkantoran, 
Analis Kebutuhan Sarana Perkantoran, Teknisi 

Bangunan, Teknisi Listrik, Caraka, Sopir, Penjaga 
Malam/Penjaga Sekolah, Penyapu Jalan, Pramu 
Kantor, Pramu Saji, Penata Usaha Sekolah, 

Perencana, Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, 
Analis Potensi Pendapatan Daerah, Analis 

Kepegawaian, Analis Kebutuhan Diklat, Pemberi 
Konsultasi Pegawai Psikolog, Perancang Peraturan 
Perundang-Undangan, Penyusun Abstraksi 

Hukum, Pemberi Konsultasi dan Bantuan Hukum, 
Analis Hukum/Analis Perundang-undangan, 
Pranata Humas, Desainer Grafis, Penyusun 

Informasi dan Publikasi, Sandiman, Operator 
Transmisi Sandi, Penerjemah, Analis Jabatan, 

Analis Organisasi, Penyusun sistem dan prosedur 
kerja, Stastisi, Pustakawan, Auditor Keuangan, 
Widyaiswara Manajemen, Penyelenggara Pelatihan, 

Penyusunan Kurikulum Diklat, Peneliti Sosial 
Ekonomi Pertanian, Perekayasa Teknik Mesin, 

Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, 
Teknik Penyehatan Linkungan, Teknik Tata 
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Bangunan dan Perumahan, Penata Ruang, 
Pengawas Tata Pertamanan, Pengendali Organisme 

Pengganggu Tanaman – Pengamat Hama Penyakit, 
Pengawas Benih Tanaman, Pemandu Lapang 
Perkebunan, Penyelia Mitra Tani, Medik Veteriner, 

Paramedik Veteriner, Inseminator, Pengawas Mutu 
Pakan, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengawas 

Bibit Ternak, Pembimbing Terapan Teknologi Tepat 
Guna Pertanian, Pengolahan Hasil Pertanian, 
Pengolah Hasil Peternakan, Pengendali Hama dan 

Penyakit Ikan, Pengawas Benih Ikan, Tenaga 
Enumerator Perikanan, Pengawas Perikanan, 
Analis Potensi  Kelautan dan Perikanan, 

Pembimbing Terapan Teknologi, Pengolahan Hasil 
Perikanan, Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara 

Hubungan Industrial, Mediator, Pengantar Kerja, 
Instruktur Otomotif, Penggerak Swadaya 
Masyarakat, Pembimbing Terapan Teknologi Tepat 

Guna, Penguji Mutu Barang, Penera, Penyelidik 
Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur 
Tambang, Inspektur Minyak dan Gas, Analis 

Potensi Pertambangan, Pengendali Dampak 
Lingkungan, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan, Tagana, Jagawana, Polisi 
Kehutanan, Petugas Lapangan  Gerakan 
Rehabilitasi Hutan, Pengendali Ekosistem Hutan, 

Pengamat Meteorologi Geofisika, Pengawas 
Keselamatan Pelayaran, Pengendali Frekuensi 

Radio, Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas 
Sistem Transportasi Darat, Perhubungan dan 
Transportasi, Nahkoda, Anak Buah Kapal, Kepala 

Kamar Mesin, Pamong Belajar, Pengembang 
Teknologi Pendidikan, Pamong Budaya, Analis 
Potensi Wisata, Penyusun Bahan Promosi dan 

Publikasi Pariwisata, Pemandu Wisata, Analis Tata 
Praja, Bantuan Polisi Pamong Praja dan 

Perlindungan Masyarakat, Pengamanan Dalam, 
Analis Kependudukan, Serta Tenaga Teknis 
Administrasi lainnya, 

 
d. Bidang Penyuluh 

Penyuluh Pertanian, Tenaga Harian Lepas Tenaga 
Bantu Penyuluh Pertanian, Tenaga Harian Lepas 
Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu 

Tanaman Pengamat Hama Penyakit, Penyuluh 
Perkebunan, Tenaga Kontrak Pendamping 
Perkebunan, Penyuluh Perikanan, Penyuluh 

Perikanan Bantu, Penyuluh Perindag, Penyuluh 
Koperasi dan UKM, Penyuluh Lapangan Keluarga 

Berencana, Penyuluh Kehutanan, Penyuluh Sosial, 
Penyuluh Agama, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, 
serta Penyuluh Lainnya. 

    Ayat (4) 
      Cukup jelas. 

Ayat (5) 
  Cukup jelas. 
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Ayat (6) 
  Cukup jelas. 

 
  Angka 35 
   Pasal 134 

    Cukup jelas. 
 

  Angka 36 
   Pasal 135A 
    Cukup jelas. 

 
  Angka 37 
   Pasal 140 

    Dihapus. 
 

 Pasal II 
  Cukup jelas. 
 

 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR … 
 

 
 


